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QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
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BUPATI ACEH TENGGARA
Bahwa dengan diberdakokannya Undang-undang Nomor : 22
Tahun 1999 tentsng Pemerintahan Dacrsh maka tarif Retribusi
Pergangkuten  Sampal Kabupsten Acsh Tenggara perhu
discaumikan dengan kesdasn yang berkembang ditengeh

masyarakst .

Sahwe wniuk maksud tersebut perli ditetaplkan dalam suaty

Qanun,

Undang-Undang Nomor | 4 Tahun 1974, tentang Percbentukan
Kebupaten Aech Temgpara { Lembamn Negara Repubiix
Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer : 3034 } ;

Undang-Undang Nomar : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Hdana | Lembaran Negsra Republik Indonesia
Tahiiss 1981 Nomor : 76 Tambshan Lembaran Negara Republik
tndanesia Nomor 3209 | ;

Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pokok-poiic
Pemerintahan Daerals | Lembaran Negara Republik Indonesis
Tehun 1989, Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesis Nomer 3839 ) ;

Undang-undazg Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan entare Pemerintsh Pusat dan Daerah | Lembaran
Negora Republik Indonesia Tatun 1999 Nomor : 72 Tambahan

Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor : 3834 | 5
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Undang-undang Namor : 3¢ Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah
dan Resribusi Dacrah (Lemberen Negura Republic Indonesia
Tahun 2000 Tahun Nomor : 246 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4048 | ;

Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Hewenangan Pemerintsh dan Kewenangan Propinsi sehagai
Caeral Otonom | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2000 Komer : 54 Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 3952 ) ¢

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomer : 4 Tahun 1993 tentang
Penyidik Pegawsi Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daevah ; L

Kepucusan Menterl Dalam Negerf Nomor : (74 Tahun 1997

tentang Pedomas Tata Cara Pemungutan Retibus! Daerah |

. Keputusan Menteri Dalem Megeri Nomor © 175 Tahun 1997

tentang Tata Care Pemeriksaan dihidang Retrilmei Daerah

DENGAR PERSETUJUANR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menctapken : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSL
PENGANGKUTAN SAMPAH.

Dalam Qanun
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BAB I
KETENTUAN UMUS

Pasal 1

yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kabupaien Acch Tenggara ;

Bupeti adalah Bupati Kabupaten

Daerali adalat intah Kabupaten Aceh Tenggara ;

1 Tenggara ;
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‘lindek Pidana dibidang Retribusi Dacrah adaiah seranghaian tindskan

yang dilakuken oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutaya disebut
Penyidik, untuic mencari serta mengumpulkan bulktl terschit membuat terang
tndek pidana dibidang Retribusi Daerah serta menermkan tersanglanys ;

Dinas Fendaparan sdalal Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara;

1. Kos Daersh adalan Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;

g. Bendaherawsn khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pade.
Kantor Dinas Pendanatan Kabupaten Aceh Tenggara ;

B Mobil adalsh aat Penganghkutan yang digunakan untuk mengangiat sesuaty
barang alau benda .

i k adalah  setangimian  kegiatan yang  dilakuken  untuk
memindahlkan sesiali dert satu tempat ketetzpat yang lai .

I Sampah adalah sesuatu benda varg Udek dipakai lagi baik bsrupa benda padat
maugpn bende cair . >

k. Sural ketentusn Retribusi Doersh adalah Surar Heputusan yeng menetukan

besarnya jumlah Retribus] paig lerbutang .

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pagal 2
Dengan nama Retbusi Pengankuton sampah dipungut Retribusi atas pelayanan
penyedians fasilitas Mobil Penganglutan Sampah yang dikelola oleh Pemerintah
Dasrah .
Pasal 3

Objek Retribusi adalan setiap pemanfacten Mobil Pengangkutan sammai

Pasal 4

Subjek Retribusl adelsh orang pribadi atau badan yang memanfaatlan fasilitas

Mobil Pengangkutan Sampal ;




BAB 111
TARIF RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH
Pasal 5

Eesarnya Tarif Retribusi Penganglastan Sampeh adalsh acbagai berikut

71, Perhoteian :

a, Hotel kecil/Losmen /wisma Rp. 5.000/Perbulan

. Hatal sedang Rp, 10.000 Perbulan
c. Hotel besar Rp. 15.000/ Perbulan
2. Rumah Tangza

a. Rumah di pinggir jalan Rp. 3.000/Perbulan

5. Setiap pintu kios / loods Ep. 3.000/Perbulan
<. Setiap Pinlu Kios / Loods Penjm Ayam Potong R.p. 7.500/ Perbulan
d. Setiap pint Rumah Toko { R 'p. 5.000/Perbulaz
&, Setiap pintu Rumah di Kecamatan p. 1.500/Perbulan
& Rumah-Rumah di Pinggir Jalan Reya Rp. 1.000/Perbulan
g Pedagang Kald Lima :
- Desar Rp. B.000/perbulan
2 - Keeil Rp. 4.000/perbulan
5. Kedal Nasl / Kopi
o Kedai Nasi / Ko Kml Rp. 3.500/Perbulan
b, Warung Nast / K cdang Rp. 5.000/Perbuian
¢ Warung Nasi | [(op\ Besar Rp. 8.000/Ferbulan
2. Perbenghelan | Tukang Las
& Dengkel / Tukang Lag Kecil Rp. 3.500/Tedbulan
b, Bengkel / Tukang Las Secang Rp. 5.000/Perdulan
¢. Bangkel / Tukang Las Besar Rp. T.500/Ferbulan
5, Industsl Rumah Tangga Rp. 5.000/Perbulan
6. Rumekh fbadak / Sosia! Rp. 3.000/Perbulan
7. Fenyedotan Tinja Rp.100.000/Sekali Sedot

8 Perkantoran(Gedung Pernerintah]Masing-masing Rp. 40.000/Perbulan

Pasal 6
(1) Setiap pembayaran Ret:ibusi diberikan karcis yang wclah dinarporasi ssbagal
bukii pembaysran,

(2 Bentuk, warna , ukuran dan nilai nominal karcis serla tats cara pendanean
diteragkan oleh Kepala Dagrah

BABIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 7

Masa Retribusi adalah jangia walktu tertenty yang lamanya ditetapkan aleh Kepala
Dacrah acbega: dasar untul menetapkan besarmya retribusi terutang,
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pasal

Rerribusl terutang pade saat ditetoplannye SKRD atau dokumen lain yang
dipersamalkan
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

(1] Pemungutan Retrivusi tidek dapat dikorongkan
{2] Pemunguian Retibusi menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamanakar, .
BAE VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Wilaysh Dasrah Kabupaten dceh Tenggara.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRAST
Pasal 11

Dalarn hal wajib Retribusi membeyar tepal waktunys atan kusihg membayar,
dikenaken sanksi adminjstrasi berupa bunga sehesar 2 % [dua persen | setiap
bulan dari besamya relribusi yeng terutang yang tidak atau kurang bayer dan
ditagih dengan mengzunakan Strat Tagihan Retribusi Deersh { STRD).

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
[] Pembayarsn Rerribusi yang terusang harus dibayar secara tunai / hunas

(2) Tate cara yaran, pany , tempat Retritnzsi diatur dengan
Keputusan Kepala Dasrah .
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
(1) wafib Retribusi tidak melaksanekan/tidak mematuhi Qsnun ini diancam
hukimen kurungan selama-iamaiya 6 fenam) bulan dan atau denda sebanyale-
banyaknya Rp. 5.000.000 { #me juta rapiah |.

(2) Tindak Pidana sebageimena dimaksud dalam ayat (1) ini edaleh pelanggaran
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BAE X
PENYIDIKAN
Pasal 14

Pejabal Fegawai legeri Sipil terlentu dilingkungan Peseriain Dacral: diber:

wewenang khusus sebagal penyidik Lntuk melakukan penyidiian tindak pidena
Retribusl Daerah .

Wewenang Peayidile kesud ayat (1] pasal ini adalan:
& Menerita, meacari, llean dan meneliti alau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah |

b. Menenlitf, mencari dan mengumpuikan ketorangan mengensi arang pelbadi
ateu badan lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sshubungan
dengan tindak pidens di bidang Retribusi Daerah |

¢, Meminta keterangan dan bahan bukti darl orang-orang pribadi atey badan
sehubungan dengan tindek pidena dibidung Rerritusi Dasreh

d. Memeriksa bulu-buku, catet tan dan  dakumen-dok z lain
Lerkenaan dengan tindek pidana Retsfbusi Daerah ;

& Melakukan penggeledahan untuk mendapatian bahsn bukti petbukusn,
penestatan den dokumen-dokumen serts melakukan peny

aan terhadap
baban bukti tersebut |

£ Meminta bartuan tenaga ahli dalam mngha pelaksnnuan tugas penyelidikan
tindsk nidana dibldang Retribusi Daerah ;

8 Manyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalian ruangen tau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerikss identitas orang
dan atau dokumen yang ditwa sebagaimana dimaksud pada huruf & ;

h. Memorrer sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Deerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannva sebagai tersangka atau
sakei ;

. Menghentikan penyidtkan ;

lain yang perlu untuk kelancaran panyidiken tindak

pidans.  divideng  Retfbus! Dacrah  menurut hulum  yang  depat

k. Melakulcan tindaka

dipertanggung jawabkan

Panyléilk  sebageimana dimeksud pada ayat (1] pasal ini memberitahukan
dimulain

aya pes dan npaian hasil penyi kepada penuntut

uinum, sesual dengan ketentusn yang diacas dalam Undang-undang Nomor
Tehun 1981 Hukum Acara Pidana .




BAE XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

(1} Halhal yang belum distur dalem Qanun ini sepanjang mengenai
pelaisanaantya aken distur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;

[2) Pengan berlpkunya Qanun ini maka Qanun yang terdshulu  sebelum
ditetapliannya Qanun ini dingatakan dicabut den lidak berlaky lugi .

Pasal 16

Qanun ind mulai berlaku sejak tangeal diuadangkan
orang dapal mengetabn " P

Agar supaya se
seratiran Duersh in! dengan penempatannye dalam Lembarsn Dacrah Kabupaten

Acsh Tenggars.

DISAHEAN DI  : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 Junl 2003
BUPATI ACEH TENGGARA
4o
Drs. H. ARMEN DESKY

SDiundangkan di © Kutacane
Pada Tanggal 23 Jumi 2003

Fenate Utama Muda

Hip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
NOMOR : 42
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